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A B S T R A K 

 

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di Negara kita, karena untuk 

mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. 

Mengingat dalam wilayah hukum, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat 

umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan 

pembuktian atau alat bukti. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut, Bagaimanakah Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka 

Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris sebelum dan 

sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Majelis Kehormatan Notaris yang semula Peraturan Menteri KUMHAM No. 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Apakah persetujuan dari Majelis Kehormatan 

Notaris juga diperlukan atas pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan yang 

berkaitan dengan perilaku notaris bukan atas akta yang dibuatnya berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan 

Notaris yang semula Peraturan Menteri KUMHAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 

2004. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka 

atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan 

perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan 

tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan 

Notaris (MKN). Dan pemeriksaan tersebut hanya untuk Notaris yang akan 

diperiksa dalam perkara pidana yang ada hubungannya dengan pembuatan akat 

Notaris tersebut, bukan atas perkara pidana atas perilaku Notaris tersebut.  
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K A T A   P E N G A N T A R 

 

 Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal 

Tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Prosedural 

Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait 

Jabatannya Sebagai Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya” dengan baik dan 

lancar.  Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister 

Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulis 

mengangkat tema tersebut kaarena penulis merasa masyarakat perlu mengetahui 

bahwa prosedur pemanggilan notaris dalam perkara pidana harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai 

dengan wilayah kerja Notaris tersebut, dan prosedur pemanggilan tersebut hanya 

untuk perkara pidana yang terkait dengan akta yang telah dibuatnya, bukan 

pemanggilan terhadap perkara pidana yang terkait dengan perilaku pribadi Notaris 

tersebut.  

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan 

seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu 

penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan 

dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk 

menyelesaikan Proposal Tesis ini kepada yang terhormat : 

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs.Bambang Karsono.,SH.,MM, selaku 

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

2. Bapak Prof. I Made Widnyana.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
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3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, dan          

………………………., selaku Pembimbing II, yang telah benar-benar penulis 

rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian proposal tesis ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama 

masa perkuliahan. 

5. Orang tuaku, Mama ……………….. dan Papa ……………. yang telah 

memberikan kasih dan sayang, yang menjadi Inspirasi dan motivasi dalam 

setiap semangat hidupku untuk menyelesaikan proposal tesis ini. 

6. Kakak-kakakku dan adik-adikku, dan keluarga yang ikut membantu dalam 

memberikan semangat baik materiil maupun suport kepada penulis dalam 

segala kelancaran menyelesaikan tesis ini. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Proposal Tesis ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya. 
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Penulis, 
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